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DARIUS RURUK PAEMBONAN (B 111 09 452) Tinjauan Yuridis 
Terhadap Perkelahian Massa (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja 
Tahun 2013), skripsi ini dibawah bimbingan Imran Arief sebagai 
pembimbing I dan Nur Azisa sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan 
hukum dalam  kasus  tindak pidana perkelahian massa yang terjadi di 
Kabupaten Tana Torajapada 15 April 2013 dan untuk mengetahui 
bagaimana penyelesaian hukum dalam kasus perkelahian massa (Studi 
Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013). 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, yaitu di Polres 
Kabupaten Tana Toraja. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh 
dengan wawancara secara langsung maupun data yang diperoleh melalui 
penelitian kepustakaan yakni : dengan cara penelusuran arsip/dokumen 
serta dari hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah tindak 
pidana perkelahian massa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam tindak pidana 
kekerasan perkelahian massa penerapan undang-undang yang tepat   
adalah yang diatur dalam Pasal 170 KUHP Buku II tentang kejahatan 
ketertiban umum. Dalam pasal 170 tersebut , isinya menerangkan bahwa 
Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang ,dihukum penjara selama - lamanya lima 
tahun enam bulan. Dimana unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu; 
Barang siapa, melakukan kekerasan, secara bersama-sama, orang atau 
barang,dan di muka umum, dan dalam kasus perkelahian massa yang 
terjadi di Kabupaten Tana Toraja tersebut telah memenuhi unsur pada 
pasal 170 KUHP.2) Dalam kasus tindak pidana perkelahian massa ini 
penyelesaian kasusnya ditempuh dengan jalur Non-Litigasi yaitu melalui 
mediasi/perdaimaian untuk kedua belah pihak yang di dukung oleh pihak 
kepolisian serta tokoh masyarakat dengan mengasilkan beberapa poin 
kesepakatan perdamaian, dan masing-masing pihak berkewajiban 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara demokrasi yang merupakan salah satu 
identitas bangsa. Dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan atau UUD 1945 yang menunjukkan bukti bahwa Indonesia 
sebagai negara demokrasi. 
Indonesia selain dikenal sebagai negara demokrasi disamping itu 
dikenal pula sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini 
dijelaskan secara tegas dalam penjelasan umum UUD 1945. Dalam 
proses pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari pada kenyataannnya 
setiap masyarakat menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa 
memandang tingkatan status sosial seseorang siapa pun dia. Masyarakat 
mengharapakan persamaan kedudukan di depan hukum sehingga tercipta 
keadilan di masyarakat yang merupakan salah satu tujuan hukum. 
Persamaan hukum di masyarakat akan memunculkan respon yang 
baik akan pelaksanaan yang nyata dari apa yang menjadi perwujudan dari 
persamaan hukum “Equality before the law”. Namun bukan tidak mungkin 
dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak menghadapi 
kendala atau tantangan baik itu tantangan dari dalam maupun dari luar 
yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum. Kendala dari dalam 
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institusi itu sendiri ialah maraknya penegak hukum seperti kepolisian serta 
kejaksaan yang terlibat masalah hukum seperti korupsi, penggelapan dan 
lain-lain, sedangkan tantangan dari luar sendiri ialah kurangnya   
pemahaman atau pengetahuan masyarakat akan hukum yang belaku 
sehingga maraknya tindak kejahatan yang terjadi.  
Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari 
pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial, yaitu 
masalah ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korban ada 
warga di dalam masyarakat itu juga. 
Pergeseran norma-norma di dalam masyarakat memicu terjadinya 
konflik di dalam masyarakat baik itu konflik antar indvidu dengan individu, 
individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok 
masyarakat.Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung lambat 
laun akan mempengaruhi serta merusak tatanan masyarakat, di barbagai 
aspek dan bagian terutama dalam hal keamanan masyarakat yang berada 
atau hidup di wilayah konflik. Kejahatan, serta tindak kekerasan dalam 
keberadaannya dirasakan sangat meresahkan masyarakat disamping 
mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 
Upaya penanggulangan kejahatan, tindak kekerasan telah 
dilakukan terus oleh pemerintah dengan masyarakat. Berbagai program 
telah dilaksanakan dan dilakukakan sembari mencari cara paling efektif 
dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. 
Oleh karena itu penegakan hukum juga harus berjalan dengan 
melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini yang dimaksud ialah kerjasama 
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antara masyarakat, institusi penegak hukum dan masyarakat dengan 
negara. Dimaksudkan agar tidak terjadinya pergeseran norma atau konflik 
dalam masyarakat sebagai proses menjadi Negara yang menjunjung nilai-
nilai kemanusian dan hukum yang ada dalam masyarakat.  
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat 
suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP PERKELAHIAN MASSA (Studi Kasus Di Kabupaten Tana 
Toraja Tahun 2013)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan penulis 
diatas,maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini 
adalah: 
1. Bagaimana Ketentuan Hukum  Dalam Kasus Perkelahian Massa? 
2. Bagaimana Penyelesaian Hukum yang Terjadi Pada Perkelahian 
Massa yang Terjadi di Kabupaten Tana Toraja? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana dalam kasus 
Perkelahian Massa yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja tahun 
2013. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesain hukum pada 
perkelahian massa di Kabupaen Tana Toraja tahun 2013. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1) Diharapkan dari hsil penelitianini dapat memberikan kontribusi 
bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan 
juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut 
tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan 
secara bersama-sama. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 
pembangunan, pengetahuan dan kesadaran hukum 
masyarakat yang mapan, serta menjadi acuan bagi praktisi 








A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya 
 
Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
strafbaar feit atau delict yang berasal dari kata Latin delictum. Strafbaar 
feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hokum. 
Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu 
untuk kata feitditerjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda maka 
belum ada penjelasan resmi mengenai pengertian starafbaarfeit, para 
sarjana dan ahli hukum berusaha memberikan pendapat tentang arti dari 
istilah tersebut. Namun sampai sekarang belum ada keseragaman 
pendapat. 
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak 
pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan pandangan dari beberapa 
ahli hukum, antara lain; 
 Moeljatno(2002:54) mengatakan bahwa:  
“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. 
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Dari pengertian Moeljatno tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur 
tindak pidana yaitu: 
1. perbuatan melawan hokum 
2. merugikan masyarakat 
3. dilarang oleh aturan 
4. pelakunya diancam dengan pidana 
Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-
unsurterjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan 
suatuakibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan 
hukumyang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif 
yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik 
untukmelakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan 
unsurmelawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi 
darimasyarakat. 
Andi Zainal Abidin Farid (1981:230) merumuskan delik sebagai 
berikut: 
 
“Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil 
yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang 
menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasarpembenar”. 
 
Menurut Andi Zainal Abidin Farid istilah deliklah yang paling tepat 
karena: 
a. bersifat universal, dan dikenal di mana-mana; 
b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik 
khusus yang subjeknya merupakan badan hukum,badan, orang 
mati; 
c. orang yang memiliki istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga mengunakan istilah delik; 
d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto 
(perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau 
perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah 
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prodoto atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan 
istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (C. van Vollenhoven, 
HetAdatrecht van Nederlandsch Indie,I:562 dstnya); 
e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain 
perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa 
Indonesia yang mengandung kejanggalan danketidaklogisan, 
karena kata pidana adalah kata benda; didalam Bahasa 
Indonesia kata benda seperti perbuatan yang harus diikuti oleh 
kata sifat yang menunjukkan sifatperbuatan itu, atau kata benda 
boleh dirangkaikandengan kata benda lain dengan syarat bahwa 
adahubungan logis antara keduanya 
 
Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan unsur delik 
menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut: 
Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsurperbuatan 
dan pembuat sedangkan unsur delik menurut alirandualisme yaitu: 
 
a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil); 
b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif; 
c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana 
d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan 
e. Tak adanya alsan pembenar. 
 
Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat  bahwa 
unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut: 
1.  Perbuatan aktif atau pasif 
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan          
melawan hukum materil (berkaiyan dengan pasal 27 UU No. 14 
Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentqng Pokok-pokok 
kekuasaan kehakiman); 
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil; 
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik- 
delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHP 
dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri); 




Menurut Jonkers (Bambang Poernomo, (1992:91) yang telah 
memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua pengertiaan yaitu : 
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a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana olehUndang-undang. 
b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan 
pengertiaan straabar feit adalah suatu kelakuan yang melawan 
hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau culpa (lalai) 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Pegertian tersebut dapat disimpulakan unsur-unsur strafbaar 
feitatau yang lazim disebut delik seperti: 
1. Perbuatan melawan hukum 
 
2. Dengan sengaja 
 
3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan 
 
4. Diancam dengan pidana 
 
Pompe (Lamintang, 1992 : 182) memberi pengertian straafbaar feit 
itu dari dua (2) segi, yaitu: 
a. Dari segi teoritis, straafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan 
sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
b. Dari segi hukum positif, straafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak 
lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan 




Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terjemahan yang 
dipergunakan  pakar hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-
macam adalah sebagai berikut: 
a. Tindak pidana; 
b. Perbuatan pidana; 
c. Peristiwa pidana; 




Dengan demikian, disimpulkan bahwa delik merupakan suatu 
perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar 
ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi 
pembuatnya 
 
B. Pidana dan Teori-teori Peminadaan 
1. Pengertian Pidana 
Istilah pidana berasal dari kata straf (Belanda) atau istilah hukuman. 
Para sarjana terutama membedakan istilah hukuman dan pidana, yakni 
hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 
administratif, disiplin ,dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan 
sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Menurut Van Hamel ( P.A.F.Lamintang, 1988 : 47 ), arti pidana atau 
straf menurut hukum positif adalah : 
Suatu penderitaan yang bersifat khusus ,yang telah dijatuhkan oleh  
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum 
bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu perbuatan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara. 
 
Menurut Adami Chazawi (2008:24) pidana lebih tepat didefinisikan 
sebagai berikut:  
Suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara 
pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) 
baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum 
pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut 





Roeslan Saleh (Bambang Waluyo, 2008:9) turut memberikan 
rumusan pengertian tentang pidana yakni reaksi atas delik yang banyak 
berwujud suatu nestapa. Sedangkan R. Soesilo (Bambang Waluyo 
2008:10) menyatakan, hukum adalah suatu perasaan tidak enak 
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang 
yang melanggar undang- undang hukum pidana.  
Sudarto (Muladi, 2004:21) menyatakan, yang dimaksud dengan 
pidana adalah:  
Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu.  
 
Selanjutnya H. L. A. Hart (Muladi, 2004:22) menyatakan bahwa:  
Pidana haruslah: 
a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensilain yang 
tidak menyenangkan  
b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar 
melakukan tindak pidana  
c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan 
hukum  
d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain pelaku tindak 
pidana  
e.Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan 
ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana 
tersebut. 
 
Sedangkan Andi Hamzah (2008:27) memandang pidana sebagai: 
“Suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan 
suatu delik. Pidana bukan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Hal 
itulah perbedaan antara pidana dan tindakan karena menurut beliau 
lagi, tindakan dapat berupa nestapa tetapi bukan tujuan. Tujuan 






2. Teori-teori Pemidanaan 
Teori-teori Pemidanaan berhubungan lansung dengan pengertian 
hukum pidana subjektif .Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang 
dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana 
tersebut (Chazawi,2001:156). 
Ada berbagai pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang 
banyak itu dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar 
(Chazawi,2001:157), yaitu: 
a.  Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( Vergeldings Theorien )      
Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan 
pidana–tidak boleh tidak-tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat 
pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat 
apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak 
dipedulikan,apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan 
dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa 
depan(Wirjono Prodjokoro,2003:23). 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar 
dari penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak 
menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan 
penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum 
(pribadi, masyarakat ,atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, 
ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa 
kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya 
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penderitaan dibenarkan karena penjahat pada penjahat  telah membuat 
penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus 
diikuti oleh pidana bagi para pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa 
yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa 
depan baik terhadp diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan 
pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi 
bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat (Chazawi,2001:157). 
Menurut Chazawi (2001:158), tindakan pembalasan didalam 
penjatuhan pidana mempunyai dua arah  yaitu: 
1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam  
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Menurut teori ini, dasar hukum dari hukuman itu dicari pada 
kejahatannya itu sendiri, yang timbul sebagai akibat  yang mau tidak mau 
harus ada dari kejahatan tersebut, mengenai tujuan yang dapat dicapai 
dengan hukuman kurang mendapat perhatian atau mendapat arti yang 
tidak begitu penting ( Lamintang,1992:9). 
Ada pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu 
aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui 
Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. Oleh 
karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan 
cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan 
pidana terhadap pelanggarnya (Chazawi,2001:159). 
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b.  Teori tujuan atau Tujuan (Doel Theorien) 
 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar 
suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana 
mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau 
membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan 
sikap mental. 
Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu   
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
1) Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking) 
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
3) Beresifat membinasakan ( onscbadelijk maken). 
Sementara sifat pencegahannya dari teori relatif atau teori tujuan ini 
ada dua macam, yaitu: 
1) Pencegahan umum ( general preventie) 
2) Pencegahan khusus ( speciale preventie) 
Menurut   Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Hakim Barkatullah   
(2005;75) mengemukakan bahwa: 
“Orientasi pelanggaran pidana ditujukan pada orang dan 
perbuatannya,konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin 
free wil, deduktif-induktif dan menggunakan konsep normatif-
empierik. Teori ini menganggap pidana diperlukan tetapi bukan balas 
dendam dan bertujuan pidana merupakan pilihan pertanggung 
jawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-
faktor yang meringankan”. 
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Menurut P. A.F. Lamintang (1988:23) bahwa pada dasarnya terdapat 
tiga pokok pikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu 
pemidanaan yaitu:  
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri  
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan  
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat 
yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 
Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, 
yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau 
yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik  ringan. 
Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata 
kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-
penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan 
atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. 
3. Jenis-jenis Pidana 
Adapun jenis-jenis pidana menurut ketentuan pidana yang 
tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana pokok dan 
pidana tambahan terdiri atas: 
a. Pidana pokok  
1. Pidana mati  
2. Pidana penjara  
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3. Pidana kurungan  
4. Pidana denda  
5. Pidana tutupan  
b. Pidana tambahan  
1. Pencabutan hak-hak tertentu  
2. Perampasan barang-barang tertentu  
3. Pengumuman putusan hakim. 
Selanjutnya dibawah ini adalah penjelasan  jenis-jenis pidana 
tersebut diatas: 
a. Pidana Pokok 
.1. Pidana mati  
Pidana mati selalu tercantum alternative pidana seumur hidup atau 
penjara 20 tahun. Melihat ke tiga macam pidana, maka pidana mati hanya 
dijatuhkan benar-benar pada delik berat saja, dan itu tidak melalui 
persetujuan presiden walupun terpidana tidak memohon grasi. Adapun 
jika terjadinya penundaan pidana mati di sebabkan karena terpidana gila 
dan wanita hamil. 
2.Pidana penjara  
Bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga 
dalam bentuk pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara 
sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup, pidana 
seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana 
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mati atau seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun), jadi pada 
umumunya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun. Selain itu 
narapidana kehilangan hak-hak tertentu yaitu: 
a. Hak untuk memilih dan dipilih, dengan alasan agar  kemurnian 
pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur inmoral dan 
perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. 
b. Hak untuk memangku jabatan public dengan alasan agar publik 
bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik 
c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan, dalam hal ini 
telah dipraktekkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 
d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya, izin 
usaha, izin praktek. 
e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan, dimaksudkan di sini, 
pemenjaraan dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian 
menurut hukum perdata. 
g. Hak untuk kawin, meskipun ada kalanya seseorang kawin 
sementara menjalani pidana penjara, namun merupakan 
keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. 
h. Beberapa hak sipil lainnya. 
3. Pidana kurungan  
Menurut Vos,(Andi Hamzah,2005:197), pidana kurungan pada 
dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai custodia honesta 
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untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan keasusilaan, yaitu delik-delik 
culpa dan beberapa delik dolus. Melihat pendeknya jangka waktu pidana 
kurungan dibanding pidana penjara, kita dapat memetik kesimpulan 
bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih 
ringan dari pada pidana penjara, lebih tegas lagi hali nin ditentukan oleh 
Pasal 69 (1) KUHPidana 
“Bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut- urutannya 
dalam Pasal 10 KUHP, dimana tersangka pidana kurungan 
menempati urutan ke tiga, di bawah pidan mati, dan pidana 
penjara”.  
1. Pidana denda  
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pada zaman modern 
ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda 
merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain 
terpidana. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah 
membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban. Hal inilah yang 
sering disalah artikan oleh masyrakat awam, terutama dalam pelanggaran 
lalu lintas, sering dianggap jika ganti rugi telah diberikan kepada korban 
tuntutan pidana telah dihapus. Sebenarnya tuntutan pidana tetap 
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dilakukan oleh jaksa, minimal meringankan pidana yang dijatuhakn oleh 
hakim. Dalam praktek, dirasakan banyaknya perkara demikian yang 
mengendap, artinya selesai di tempat tanpa melanjutkan proses hukum 
berikutnya. 
5.  Pidana tutupan 
Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan 
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dicantumkan pidana tutupan 
sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. 
Pencantuman ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. Pidana tutupan disediakan bagi 
politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang 
dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah 
ketentuan tersebut diterapkan. 
b.  Pidana Tambahan 
Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang 
dijatuhkan. Jadi tidaklah dapat berdiri sendiri,kecuali dalam hal-hal 
tertentu dalam perampasan barang- barang tertentu.Yang disebut dalam 
Pasal 10 KUHPidana pada bagian B, yang terdiri dari: 
1. Pencabutan hak-hak tetentu  
Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Lamanya jangka waktu 
pencabutan hak-hak tertentu: Pada pidana seumur hidup, lamanya 
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adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara 
lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima 
tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya 
pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. 
Pencabutan hak mulai berlaku pada hari  putusan hakim dapat 
dijalankan (Pasal 38 KUHP). 
Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Kitab Undang- Undang 
Hukum Pidana, hak-hak yang dapat dicabut yaitu:  
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu  
2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 
3.Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan   
berdasarkan aturan- aturan umum. 
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum 
(gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan 
anak-anak sendiri. 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau 
pengampuan atas anak sendiri 6. Hak menjalankan pencaharian ( 
beroep) tertentu. 
 
2. Pidana perampasan  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti yang 
halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat 
dirampas yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan, 
kedua barang-barangnya dengan sengaja digunakan dalam melakukan 
kejahatan.  
Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkenaan dengan 
pidana perampasan barang- barang tertentu menetukan:   
a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan. 
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b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang 
ditentukan dalam undang-undang.  
c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita. 
 
3. Pengumuman putusan hakim  
Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Tujuan 
pidana tambahan ini ialah: agar masyarakat waspada terhadap 
kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan 
seterusnya. 
4. Unsur Delik Sebagai  Syarat Penjatuhan Pidana 
Mengenai unsur delik sebagai syarat penjatuhan pidana, dapat 
dipisahkan antara perbuatan dan pembuat, yang memiliki unsur-unsur: 
1. Unsur Perbuatan 
a. Perbuatan atau Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai 
larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku 
harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku dalam tindak 
pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (handelen), juga 
dapat disebut perbuatan materil (materieel fait) dan tingkah laku 
pasif atau negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah suatu 
bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau 
melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan 
tubuh atau bagian tubuh. Sementara itu tingkah laku pasif 
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berupa tingkah laku membiarkan (nalaten), suatu bentuk 
tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau 
bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-
keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan 
tidak  berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak 
melaksanakan kewajiban hukumnya ( Chazawi,2001:83-84) 
b. Melawan Hukum Biasanya oleh para penulis Barat dikatakan 
bahwa sifat penting dari tindak pidana (Strafbaar feit) adalah 
onrechtmatigheid atau sifat melanggar hukum dari tindak 
pidana itu. Maka, adanya hukum pidana dengan tindak-tindak 
pidana yang dirumuskan di dalamnya itu, bersumber pada 
pelanggaran-pelanggaran hukum dibidang hukum lain tadi. 
Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada 
sifat melanggar hukum atau onrechtmatigheid. 
Onrechtmatigheid ini juga dinamakan wederrechtelijkheid yang 
berarti sama, tetapi dengan nama wederrechtelijkheidi 
adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam 
perumusan ketentuan umum pidana. (Wirjono Prodjodikoro: 
2003:64). 
2.  Unsur Pembuat 
a. Kesalahan(schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan 
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dengan pertanggungan jawab, atau mengandung beban 
pertanggungan jawab pidana, yang terdiri dari kesengajaan 
(dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa) Chazawi,2001:93- 94).  
1). Kesengajaan (Dolus) 
Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah 
orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui setidak-tidaknya 
kesengajaan ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan 
kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui). Menurut teori 
kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan 
perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah 
dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Menurut 
teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia 
ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya 
(Chazawi,2001:93-94). 
Menurut (Wirdjono Prodjodikoro, 2003:66) kesengajaan itu harus 
mengenai ketiga unsur dari tindak pidana  yaitu:  
1. Perbuatan yang dilarang 
2. Akibat yang menjadia alsan diadakan larangan itu; 
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (Wirdjono Prodjodikoro, 
2003:66). 
 
Menurut Chazawi(2001:96),dalam doktrin hukum pidana, dikenal 
ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 
a.  Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet alsoogmerk) 
b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbew                           
ustzijin) 
c. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet mogelijkheids he                     
wustz ijin) disebut juga dengan dolus eventualis.       
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2). Kelalaian (Culpa) 
Kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan 
perbuatan sebenarnya ialah dalam kehendak melakukan wujud perbuatan 
tertentu. Seseorang tidak mengindahkan atau kurang mengindahkan, atau 
tidak bersikap hati-hati terhadap segala sesuatu yang ada dan berlaku 
mengenai perbuatan atau sekitar perbuatan itu (Chazawi,2001:101). 
Menurut Wirjono Prodjodikoro(2003:72), culpa yaitu:  
“Suatu macam kesalahan si pelaku yang tidak seberat seperti 
kesengajaan,yaitu kurang berhati-hati akibat yang tidak disengaja 
terjadi”. 
 
b.  Dapat dipertanggungjawabkan. 
Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mampubertanggung 
jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal 
untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak 
pidana. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab 
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44(1)KUHPidana, yakni: 
1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan.  
2. Jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa    
demikian bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. 
 
C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu gejala normal dalam segala bentuk 
masyarakat. Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi 
selalu terjadi dan dilakuakan oleh masyarakat juga. 
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Pertama dari sudut pandang hukum (a crime from the legal pont of 
view).Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hokum pidana.Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan 
pidana perbuatan tersebut tetap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
Kedua dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociologicalpoint of view).Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap kejahatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di 
dalam masyarakat. 
Menurut A. S. Alam (2002:1) definisi kejahatan dapat dilihat dari 
dua sudut pandang, yaitu: 
a. Dari sudut pandasng hukum, 
Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, 
bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, selama perbuatan 
itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, 
perbuatan tersebut telah dianggap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. 
b. Dari sudut pandang masyarakat 
Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-
norma yang masih hidup dalam masyarakat. 
Menurut R. Soesilo (1985:19) memberikan pengertian kejahatan 
sebgai berikut: 
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“Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merupakan kejahatan 
hukum, jika perbuatan ini bertentangan dengan asas-asas hukum 
positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari 
hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam kitab undang-
undang hukum pidana”. 
 
Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983:17) mendefenisikan 
kejahatan sebagai berikut: 
“Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu 
banyak ketidakenakan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyrakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan 
penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”. 
 
Selanjutnya menurut W.A. Bonger (Abdulsyani, 1987:12) 
menyatakan bahwa kejahatan adalah: 
“Perbuatan yang sangat antisocial, yang memperoleh tantangan 
dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau 
tindakan), selanjutnya Bonger menyatakan bahwa kejahatan 
merupakan sebagian dari perbuatan immoral, oleh sebab itu 
perbuatan immoral adalah perbuatan anti social”. 
 
Frank Tannembaun (J.E. Sahetapy, 1979:11) menyatakan, crime is 
eternal as society, artinya dimana ada manusia disitu ada kejahatan. 
Lanjut J.E. Sahetapy (1979:11) kejahatan sebagaimana terdapat 
dalam undang-undang adalah: 
“setiap perbutan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hokum 
publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa 
pidana oleh Negara”. 
 
Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan 
dengan disengaja maupun yang tidak disengaja (kelalaian) yang 
mengakibatkan serta menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. 
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2. Teori-Teori Sebab Kejahatan 
Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di 
dalam lingkungan masyarakat terdapat beberapa teori sebab kejahatan 
dapat dipaparkan sebagai berikut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001: 67) adalah: 
“Cultural Deviance Theoris atau teori-teori penyimpangan budaya 
yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang 
khas pada Lower Class (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan 
sistim nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah 
kumuh (slum area), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum 
masyarakat”. 
 
Ada tiga (3) teori utama dari Cultural Deviance Theories antara lain: 
1) Social disorgonitation, 
Social disorganitation theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh indrustralisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, 
dan urbanisasi. 
2) Differensial association, 
Diferensial association theory memegang pendapat bahwa orang 
belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan 
nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku 
kriminal.  
3) Culture conflict, 
Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok 
yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur 
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tingkah laku) yang berbeda dan bahwa conduct norms dari suatu 
kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional 
kelas menengah. 
Untuk menyebut sesuatau perbuatan sebagai kejahatan menurut 
(A.S. Alam, 2010:18) ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang 
harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah: 
1. Ada perbuatan yang menimbulakan kerugian. 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
3. Harus ada perbuatan. 
4. Harus ada maksud jahat 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dan perbutan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
Menurut Becker (A.S. Alam 2010:67) berpendapat bahwa: 
“Melihat kejahatan itu seringkali bergantung pada mata si 
pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang 
berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik 
dan layak dalam situasi tertentu". 
 
Menurut Teori Austin Turk (kriminal terdiri dari kelompok-kelompok 
yang lebih kuat). Turk mengetengahkan proposisi teori “hukum pidana 
yang ditetapkan kelompok-kelompok yang lebih kuat” (more powerful 
groups define criminal law),( A.S. Alam2010:73) adalah sebagai berikut: 
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a) Individu-individu yabg berbeda dalam pengertian dan komitmen 
mereka. 
b) Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik. 
c) Masing-masing pihak yang berkonflik( bersengketa) berusaha 
meningkatkan pandangan-pandangannya sendiri. 
d) Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung 
dan membentuk komitmen serupa. 
e) Konflik yang berkepanjangan/kontinyu cenderung menjadi rutin dan 
berkembang menjadi system stratifikasi. 
f) Sistem seperti ini menunjukkan eksploitasi ekonomi, dikekang oleh 
dominasi politik dalam segala bentuk. 
g) Kekuatan relative pihak-pihak yang bersengketa menentukan posisi 
hirarkis mereka demikian pula perubahan-perubahan dalam 
distribusi kekuatan. 
h) Pemusatan pandangan dalam pengertian dan komitmen 
dikarenakan pembagian pengalaman dengan menangani „orang 
dalam‟, „orang luar‟ dan lingkungan. 
i) Pengertian manusia dalam komitmen adalah dialektikal dengan ciri-
ciri adanya konflik terus menerus (berkepanjangan). 
 
D. Perkelahian Massa 
Pemahaman mengenai perkelahian massa perlu dibahas terlebih 
dahulu apa itu perkelahian dan massa. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga 
(2002:528), memberikan pengertian tentang perkelahian yaitu, perihal 
kelahi, dimana kelahi memiliki arti: 
a. Pertengkaran adu kata-kata 
b. Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga, 
sedangkan,dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga 
(2002:720) memeberi pengertian tentang massa, dimana massa memeliki 
arti: 
a. Jumlah yang banyak sekali, sekumpulan orang yang banyak 
sekali 
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b. Kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau 
penganggan tertentu, organisasi. 
 
Adapun kesamaan makna yang dimiliki oleh pengertian tentang 
massa dengan massal ialah mengikutsertakan atau melibatkan banyak 
orang, atau kelompok manusia yang bersatu kerena dasar atau 
peganggan tertentu. 
Selanjutnya Kelompok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) Edisi Ketiga (2002:534) memberi pengertian: 
a. Kumpulan (tentang orang) 
b. Golongan ( tentang profesi, aliran,lapisan masyarakat) 
c. Gugusan (bintang, pulau) 
d. Antar kumpulan manusia yang merupakan kesatuan identitas 
dengan adat istiadat dan system norma yang mengatur pola-
pola interaksi antara manusia itu 
e. Kumpulan orang yang memilii atribut sama atau hubungan 
pihak yang sama. 
 
Berdasarkan pengertian dari penjelasan diatas, penulis 
memberikan definisi tentang perkelahian massa yaitu: 
“Pertentangan yang terjadi secara langsung yang dilakukan oleh 
kelompok orang dengan kelompok lain baik yang berupa perang 
kata-kata hingga adu fisik yang menghakibatkan terjadinya tindak 
kejahatan”. 
 
1. Pengertian Pekerlahian Massa Sebagai Suatu Kejahatan 
Kejahatan sebagai suatu fenomena dalam masyarakat yang sering 
kita temuni dalam kehidupan sehari-hari.Dalam pengertian yuridis, 
kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara 
sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam suatu 
sanksi.Sementara penjahat merupakan para pelaku pelaku pelanggar 
hukum dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya itu. 
30 
Mr. J.M. Van Bemmelen (J.C.T. Simorangkir dkk, 1987:82) 
mengemukakan bahwa: 
“Kejahatan adalah setiap suatu tindakan anti sosial yang 
menimbulakan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat 
sebagai perbuaatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga 
tidak dapat dibiarkan”. 
 
Menurut Mr. Paul Moedikdo Moelino (J.C.T. Simorangkir dkk, 
1987:82) mengemukakan bahwa: 
“Kejahatan adalah perbuatan melanggar norma hukum yang 
ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan 
yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dapat dibiarkan”. 
 
Menurut penulis, perkelahian ini bukan merupakan perkelahian 
yang biasa atau pertengkaran kecil melainkan sebuah perbuatan yang 
menjurus terhadap terhadap perbuatan kriminal bukan hanya kerugian 
material  yang terjadi namun perkelahian seperti ini biasa menggunakan 
benda-benda tajam yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa. 
Menurut George Vold (A.S. Alam, 2010:72) mengemukakan bahwa: 
“Masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan 
yang harus bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu 
unsurnya yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang 
lebih kuat, mampu membuat Negara merumuskan undang-
undang/hukum demi kepentingan mereka”. 
 
2. Kejahatan Perkelahian Massa 
Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
dapat dikenakan terhadap tindak kejahatan Perkelahian Massa adalah 
Pasal 170 KUH Pidana. 
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Perkelahian Massal pada Pasal 170 KUHP (Andi Hamzah 2009:5-
8) yang berbunyi sebagai berikut: 
1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam 
bulan. 
2) Yang bersalah diancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia 
dengan dengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerassan yang digunakan menggakibatkan luka-luka; 
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat; 
3. Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika 
kekeraasan mengakibatkan maut. 
 
Pasal 89 tidak diterapkan dan tidak berlaku pada pasal ini. 
 
Selain Pasal 170 KUHP, pelaku perkelahian massa dapat pula 
dikenakan Pasal 358 KUHP (R. Soesilo 1988:247-248) yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Barang siapa dengan senagaja turut campur dalam penyerangan 
atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain 
dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya yang 
khusus, dihukum: 
1) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika 
penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang 
mendapat luka berat saja. 
2) Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau 
perkelahian itu menjadikan ada orang mati. 
 
Perkelahian Massa menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP 
tergolong kedalam tindak pidana kejahatan, hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian massa sehingga 
digolongkan kedalam tindak pidana. 
Salah satu wujud timbul dalam masyarakat akan tindakan 
perkelahian massa adalah ketakutan masyarakat akan dampak yang 
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timbul secara berkepanjangan dimana hal itu membuat setiap kegiatan 
atau aktifitas yang dilaksanakan masyarakat terkendala disebabkan 
trauma akan terjadinya perkelahian massa, kerena perbuatan dari 
perkelahian massa ini dapat menimbulkan cacat tubuh dan kematian bagi 























A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian 
oleh penulis yaitu pada Polres Kabupaten Tana Toraja. Adapun alasan 
penulis memilih lokasi penelitian tersebut karana sesuai dengan judul dan 
permasalahan yang akan diteliti dan mengharuskan penulis melakukan 
penelitian pada lokasi yang dipilih tersebut. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas 2 
(dua) jenis data yakni: 
a) Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta 
narasumber. 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau 
lembaga tempat penelitian penulis yang tersedia.Selain itu 
sumber data yang dipergunakan penulis adalah dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penenlitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan 
data yaitu: 
a) Penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dilapangan dengan melakukan observasi di lokasi 
penelitian dan melakukan pengambilan data langsung melalui 
wawancara dengan instansi pemerintah terkait, warga dan 
tokoh masyarakat. 
b) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku 
atau literature yang telah ada dalam mendukung penelitian. 
 
D. Analisis Data 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe 
penelitian deskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi 
lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara 
yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Ketentuan Hukum  Pidana Dalam Kasus Perkelahian Massa 
Kejahatan kekerasan adalah fenomena sosial yang mengganggu 
kehidupan manusia dan keberadannya tidak dapat dihindari. Demikian 
pula kejahatan kekerasan dalam perkelahian massa yang merupakan 
suatu bentuk fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 
Perkelahian massa yang terjadi, secara kualitas menunjukkan 
peningkatan baik dalam motif maupun tindakan atau perbuatan.  
Dampak dari tindak kejahatan perkelahaian massa ternyata 
menimbulkan kerugian yang sangat banyak bukan hanya dari segi 
financial tapi juga kerugian pada fisik dan psikis warga sekitar tempat 
kejadian. Dari penuturan warga sekitar kerugian materi yang mereka 
harus tanggung setiap kali terjadi tindak perkelahian massa boleh di bilang 
tidak sedikit. Setiap terjadi bentrok antar kelompok maka dapat dipastikan 
akan ada tindak pengrusakan oleh pelaku perkelahian dan itu sudah 
sangat meresahkan, dan tidak hanya itu dampak perkelahian massa itu 
juga berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis warga sekitar baik 
pelaku maupun warga yang tidak turut serta perkelahian. Mereka sering 
dihantui rasa takut untuk bepergian apalagi terhadap kelompok yang 
bersebrangan dengan mereka, dan sebaliknya para pelaku akan semakin 
dendam apalagi ada korban yang jatuh di salah satu pihak. 
Dampak lainnya yaitu hubungan antar warga akan semakin rentang 
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dan akan semakin mudah untuk di profokasi, hilangnya rasa kebersamaan 
serta tak ada lagi sikap saling menghargai dan kerjasama dalam 
menghadapi persoalan atau masalah-masalah dalam kehidupan bersama. 
Tak ada lagi rasa damai dan tak ada rasa tentram. 
Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. (2009:375) ;  
“Bila  kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, „sejauh mana 
aturan hukum itu dapat ditaati atau tidak ditaati‟. Tentu saja, jika 
suatu atauran hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan 
hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun 
demikian,sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, 
tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 
efektifitasnya. seperti yang diuraikan sebelumya, seseorang 
menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada 
kepentingannya. Kepentingan itu ada bermacam-macam, 
dintaranya yang bersifat compliance, identification, internalization, 
dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian 
besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya 
karena kepentingan yang bersifat complianceatau hanya takut 
sanksi, maka derajat ketaatannya rendah, karena membutuhkan 
pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya 
berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu 
ketaatan karena aturan tersebut cocok dengan nilai intrinsik yang 
dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi”. 
 
Dengan melihat pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwa penerapan hukum yang baik didalam masyarakat haruslah 
dilaksanakan dengan ketegasan serta penerapan yang tepat sehingga 
kesadaraan serta ketaatan masyarakat akan hukum tidak hanya 
dikarenakan oleh takut akan sanksi saja, namun dikarenakan aturan 
tersebut cocok dan mengandung nilai membangun jiwa kesadaran hukum 
dalam mayarakat.  
Berikut ini penulis akan menguraikan ringkasan dari posisi kasus 
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yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2013 yaitu sebagai berikut: 
Berawal dari penghadangan yang dilakukan Restu dan Tison pada 
hari Senin tangga 15 April 2013 di Kampung Buttang, Kelurahan 
Malimbong, Kecamatan Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja 
dengan terang-terangan dan tenaga secara bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang. Hal ini diawali ketika saudara Nikodemus 
menerimama pesan SMS dari saudar Restu yang bertuliskan “bencongko, 
malamma” setelah itu saudara Restu menelepon kembali saudara 
Nikodemus dengan mengatakan “malekomai ke baraniko” yang artinya 
“kesini kalau berani”. Beberapa saat kemudian Nikodemus berboncengan 
dengan Sura‟ dan Somba menuju ke kampung Buttang setelah menerima 
telepon tersebut karena tersinggung dengan pesan SMS dan telepon dari 
Restu.Kemudian Nikodemus berniat menghampiri Restu akibat dari 
tantangan yang disampaikan Restu , namun tiba-tiba dalam perjalanan 
Restu dan Tison menghadang Nikodemus dan kawan-kawan, dan pada 
saat Sura‟ yang berboncengan dengan Nikodemus masih berada di atas 
motor langsung dipukul oleh saudara Restu, kemudian Nikodemus dan 
Somba dengan teman-temanya Enos, Irwan, Iwan membantu Nikodemus 
ikut berkelahi dengan saudara Restu dan Tison, dan dari perkelahian itu 
Restu mendapat luka dan melapor ke Polsek Saluputti sebagai korban 
penganiayaan. 
Oleh karena itu penulis melihat bahwa tindak pidana perkelahian 
massa yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja pada Senin tanggal 15 April 
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2013 dapat diterapkan dengan menggunakan KUHP, dengan ketentuan 
hukum sebagai berikut: 
a. Ketentuan Pidana 
Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama- sama 
telah diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Buku II tentang kejahatan ketertiban 
umum. Adapun isi dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: 
(1). Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang ,dihukum penjara selama - 
lamanya lima tahun enam bulan. 
(2). Tersalah dihukum: 
1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika dengan 
sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu 
menyebabkan sesuatu luka, (KUHP 406, 412) 
2. dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, (KUHP 90) 
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya orang. 
(3) Pasal 89 tidak berlaku, (KUHP 336) 
Adapun yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan, 
yang dimaksud dengan kekerasan adalah melakukan kekerasan 
yang artinya:  “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani 
tidak kecil dengan tidak sah” contohnya memukul dengan tangan 
atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan 
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sebagainya. 
Kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama yang artinya 
oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya 
mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat 
dikenakan pada pasal ini. Dalam hal ini kekerasan harus ditujukan kepada 
orang atau barang, dan dijelaskan juga dalam pasal ini ialah kekerasan itu 
harus dilakukan dimuka umum dikarenakankejahatan ini memeang 
dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka 
umum artinya ditempat publik dapat melihatnya. 
Seperti yang diuraikan dalam posisi kasus tersebut, menjelaskan 
dengan jelas bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan, dimana tindak 
pidana kekerasan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang secara 
bersama-sama. 
b. Unsur-unsur Pidana 
Adapun unsur-unsur dari tindak pidana yang terdapat dalam kasus 
tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan 
secara bersama-sama Pasal 170 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: 
1.    Barang siapa  
2.    Melakukan kekerasan  
3.    Bersama-sama  
4.    Orang atau barang  
5.    Di muka umum     
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Dari unsur-unsur yang tersebut diatas jelas mendukung penerapan 
dari Pasal 170 KUHP pada tindak pidana kekerasan yang terjadi di 
Kabupaten Tana Toraja pada hari senin tanggal 15 April  tahun 2013 
Dari unsur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut; 
1) Pertama yaitu barangsiapa, dalam unsur ini harus adanya 
subjek hukum dimana subjek hukumnya adalah orang yang 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. 
2) Kedua melakukan kekerasan artinya dengan mempergunakan 
tenaga atau jasmani secara tidak sah, misalnya tangan atau 
senjata terhadap orang dan barang. 
3) Ketiga yaitu secara bersama-sama dimana dalam kasus ini 
tindak kekerasan ini dilakukan oleh orang banyak atau dengan 
kata lain sekelompok orang.  
4) Keempat ialah orang atau barang dimana kekerasan ini terjadi 
terhadap orang serta barang atau benda,  
5) Kelima ialah di muka umum yang berarti di tempat publik dapat 
melihatnya. 
Selain dari beberapa unsur diatas terdapat pula unsur yang 
berkaitan dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara 
bersama-sama yaitu: Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan 
(medeplegen) dengan menyuruh melakukan (Don Plegen). Hal ini dapat 
dibedakan yaitu: 
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1) Orang yang melakukan (pleger), yaitu suatu indakan yang 
dilakukan seorang diri melakukan suatu perbuatan hukum. 
2) Turut melakukan (medeplegen) yaitu: suatu tindakan yang 
dilakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. 
Dari kasus kekerasan perkelahian massa di Kabupaten Tana 
Toraja pada hari Senin tanggal 15 April 2013, menurut penulis telah 
memenuhi unsur-unsur dalam pasal 170 KUHP, dari unsur tersebut 
penulis dapat memaparkan tindak kekerasan yang terjadi dalam 
perkelahian itu sesuai dengan unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 
1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan penyerangan 
serta pengrusakan yang memenuhi unsur pertama tersebut. 
2. Terjadinya kekerasan terhadap orang yang yang mengakibatkan 
korban tidak berdaya akibat terkena senjata tajam. 
3. Secara bersama-sama melakukan kekrasan dengan menyerangan 
kelompok salah salah satu pendukung calon bupati. 
4. Melakukan kekerasan terhadap orang dimana adanya korban luka 
dan meninggal serta terjadinya pengrusakan terhadap barang yaitu 
berupa kendaran bermotor seperti mobil dan motor. 
5. Kejadian ini terjadi di depan umum dan dekat dengan pemukiman 
warga sehingga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. 
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Berkaitan dengan hal diatas penulis melakukan wawancara dengan 
seorang penyidik yang melakukan penyidikan pada kasus ini yaitu AIPTU 
Marthen M. (wawancara tanggal 3 September 2013) mengatakan bahwa: 
“Alasan mengapa terjadinya perkelahian massa tersebut bermula 
pada adu kata- kata yang menyebabkan ketersinggungan dari 
pihak lain yang berakibat pada penyerangan ”.  
Jika kita melihat kedua pasal ini yaitu Pasal 170 KUHP dan Pasal 
351 KUHP, maka sangat jelas keduanya memiliki persamaan, yakni 
keduanya sama-sama mengatur tentang tindak pidana dimana kualifikasi 
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 disamakan dengan 
penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. 
Bila kita mengamati dengan seksama kata demi kata dalam kedua 
pasal tersebut, maka akan nampak jelas perbedaannya yang 
membedakan keduanya. 
Jika pada Pasal 170 KUHP subjeknya dua orang atau lebih yang 
yang benar-benar secara terbuka dimana tindakan kekerasan terhadap 
orang harus dilakukan dimuka umum, artinya tempat dimana publik atau 
orang banyak dapat melihatnya dan dilakukan dengan tenaga bersama-
sama, yang melanggar Pasal 170 KUHP dimasukkan ke dalam golongan 
kejahatan terhadap ketertiban umum. Sementara itu, pada Pasal 351 
KUHP kekerasan tidak serta merta harus dilakukan di muka umum 
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 170 Ayat (1), menurut pasal ini, 
untuk dapat dihukum cukup hanya dengan membuktikan bahwa pelaku 
telah melakukan tindakan kekerasan dengan sengaja dan tidak dengan 
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maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. 
Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP penyertaan kekerasan harus 
diwujudkan secara fisik dan kekerasan itu bukan merupakan suatu alat 
atau maksud untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan 
dihubungkan dengan Pasal 89 KUHP selain perbuatan dilakukan secara 
fisik dapat juga dilakukan secara fsikis. 
Selain pada Pasal 170 KUHP tindak pidana kekerasan yang 
dilakukan secara bersama-sama juga diatur dalam Pasal 358 KUHP R. 
Soesilo (1995:247) yaitu: 
“Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan 
atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain 
daripada tanggunganya masing-masing bagi perbuatan yang 
khusus, dihukum:” 
1) Penjara selama-lamanya dua tahun delapa bulan, jika 
penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang 
mendapatkan luka berat saja. (Pasal 90 KUHP). 
2) Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau 
perkelahian itu menjadikan orang mati. 
Namun Pasal 358 KUHP ini hanya dapat dipakai apabila dalam 
perkelahian dan penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapakah 
diantara banyak orang  yang telah menyebabkan  luka parah atau mati 
maka orang-orang itu selain dituntut menurut pasal ini, dikenakan pula 
ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang 
dilakukan oleh orang yang melakukan.   
Menurut  AKP. Matius M. Tappi hasil wawancara pada 3 september 
2013 mengatakan bahwa “ dalam kasus ini ketentuan pidana yang 
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digunakan ialah  Pasal 170 KUHP dikarenakan telah terjadi kekerasan yg 
dilakukan secara bersama-sama. 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat 
bergantungpada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak 
hukumsalah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan 
baikdi dunia nyata. 
Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang 
terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk 
menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut 
dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar Hakim, dalam 
menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan 
kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan 
kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan 
maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, 
sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. 
Adapun dalam proses pendakwaan, proses pembuatan surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara secara teknis harus 
telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana 
dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAPidana. 
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di 
dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang 
berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada 
hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat 
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dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak 
pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu 
perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat 
dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah 
dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana 
seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat 
dakwaan. 
Dalam proses peradilan hakim dapat dapat memberikan alasan  
pemaaf,dimana alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan 
kesalahan sipembuat tindak pidana, perbuatannya tetap bersifat melawan 
hukum, tetapi sipembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak 
ada kesalahan. 
Alasan pemaaf terdiri dari 3 bagian : 
1. Alasan pemaaf umum, seperti ketidakmampuan bertanggungjawab 
Pasal 44 KUHP dan daya paksa dalam arti sempit Pasal 48 KUHP 
2. Alasan pemaaf khusus yang terdiri atas : mempersiapkanatau 
memperlancar perubahan ketatanegaraan Pasal 110ayat (4) KUHP 
, penariakan kembali pembujukan untukmelakukan kejahatan, 
Pasal 163 bis ayat (2) KUHP. 
3. Alasan pemaaf diluar undang-undang : 
a. Tidak ada kesalahan sama sekali 
 




B. Penyelesaian Hukum yang Pada Kasus Perkelahian Massa 
yang Terjadi di Kabupaten Tana Toraja.  
Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat diterangkan 
sebagai fungdi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang 
dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa 
sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi 
penyimpangan tersebut. Fungsi hokum sebagai alat pengendali sosial 
antara lain: 
1. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, tidaklah sendirian di 
dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-
sama dengan pranata-pranata sosial lainnyayang juga melakukan 
fungsi pengendalian sosial, 
2. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan fungsi 
“pasif” disini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan 
kenyataan masyarakat” (Achmad Ali, 2002:87). Adapun salah satu 
dari 2 fungsi hukum diatas dapat diihat pada kasus perkelahia 
massa yang terjadi di kabupaten Tana Toraja pada 15 April 2013 
dengan melalui proses mediasi atau perdamaian. 
 
 Kasus tindak pidana perkelahian massa di Kabupaten  Tana Toraja 
yang terjadi pada Senin 15 April 2013, yang bertempat di kampung 
Buttang, kelurahan Malimbong, Kecamatan Malimbong Balepe, dimana 
dalam kejadian ini terdapat korban yaitu Restu Karno (39 tahun) melapor 
ke pihak kepolisian sebagai korban dari perkelahian tersebut, (wawancara 
dengan AKP. Matius M. Tappi 3 September 2013). Adapun factor-faktor 
yang menjadi penyebab dari perkelahian ini ialah; 
1. Adu kata-kata yang berakibat pada perkelahian 
2. Rasa soaldiritas yang tinggi  
3. Adanya pesan singkat yang dikirim salah satu pihak kepada pihak 
lain yang mengakibatkan ketersinggungan. 
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Dalam proses penyelesaian hukum tindak pidana perkelahian massa 
di kabupaten tana toraja yang terjadi pada 15 April 2013 ini, jalur yang 
ditempuh ialah melalui jalur Non-Litigasi atau tanpa melalui jalur 
Pengadilan dengan kata lain melalui pendamaian kedua kubu, adapun 
penyelesaian dari kasus ini ditempuh melalui jalur Non-Litigasi 
dikarenakan adanya faktor yang menjadi pertimbangakan oleh pihak 
kepolisian,. Adapun dari pihak kepolisian sendiri mendapat dukungan 
serta apresiasi dari tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini MUSPIDA 
(Musyawarah Pimpinan Daerah). 
Menurut hasil wawancara dengan AKP. Matius M. Tappi (3 
September 2013) mengatakan bahwa “ penyelesaian kasus ini diambil 
dengan memakai jalur non-litigasi dikarenakan menimbang aspek sosial di 
masyarkat yang terjadi apabila kejadian  tersebut terus berlarut-larut, dan 
nantinya dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi”. 
Adapun keputusan tersebut diambil dengan mendapat dukungan 
serta persetujauan dari pihak Restu sebagai pelapor sekaligus sebagai 
korban serta dari pihak terlapor sendiri Nikodemus cs dan juga dari Tokoh 
masyarkat Bone Patappo, Lurah Malimbong, Kepala Malimbong Balepe, 
dan Camat Malimbong Balepe. 
Proses penyelesaian kasus ini dengan melakukan Pendamaian 
diantara dua kelompok dengan melibatkan pihak kepolisian, tokoh 
masyarakat dan MUSPIDA yang dilaksankan pada Rabu 8 Mei 2013 di 
Aula Kapolres Tana Toraja. Hasil kesepakatan proses pendamaian ini 
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menghasilkan beberapa poin kesepakatan antara lain: 
1. Pihak I akan mencabut segala tuntutan yang dilaporkan ke Polres 
Tana Toraja. 
2. Korban luka dari pihak I atas nama RESTU biaya 
pengobatanyaakan ditanggung sendiri.  
3. Kerugian materi/kerusakan kendaraan bermotor yang dialami oleh 
pihak II akibat dari peristiwa tersebut akan ditanggung sendiri oleh 
pihak tersebut akan ditangung sendiri oleh pihak ke II untuk 
perbaikanya masing-masing DD 2067 UF, DD 2116 QG, DD 2973 
KF, DD 3440 UC, DD 2818 UE. 
4. Pihak I dan pihak II tidak akan menggulangi lagi atau membuat 
permasalahan baru baik yang berkaitan dengan peristiwa yang 
terjadi. 
5. Pihak I dan pihak ke II akan menjaga dan memelihara kerukunan 
serta perdamaian kedua belah pihak. 
6. Apabila salah satu pihak mengulangi lagi atau membuat 
permasalahan baru baik yang ada maupun tidak ada kaitanya 
dengan permasalahan sebelumnya maka akan diproses sesuai 
hukum yang berlaku. 
 
Dengan  hasil kesepakatan yang telah tercapai pada 8 Mei 2013, 
adapun masing-masing pihak telah menyetujui hasil tersebut dan akan 
melaksanakannya. Adapun dalam system hokum acara proses 
penyelesaian suatu sengketa, cara yang dipakai dalam penyelesaian 
kasus ini ialah dengan diluar pengadilan yakni dengan cara mediasi 
ataupun perdamaian. Menurut hemat penulis adalah sebuah keadilan 












Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah 
diuraikan penulis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Ketentuan hukum dalam kasus perkelahian masssa pada 
tangga 15 April 2013 di Kabupaten Tana Toraja, ialah dengan 
menerapkan ketentuan hukum pidana Pasal 170 KUHP 
sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan hasil 
penelitian serta keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian 
yaitu AKP Matius M. Tappi yang memberikan keterangan bahwa 
kasus tersebut ketentuan hukum yang diberikan ialah Pasal 170 
KUHP dikarenakan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap 
orang dan barang yang dilakukan secara bersama-sama. 
2. Bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian 
massa ini dilkukan tanpa melalui jalur litigasi atau proses 
pengadilan melainkan melalui proses Non-Litigasi atau dengan 
kata lain melalui mediasi/perdamaian diantara kedua kubu, 
tanpa mengenyampingkan Undang-undang yang berlaku, serta 
menimbang pengaruh terhadap aspek sosial yang terjadi di 




B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengutarakan saran 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan 
pengendalian diri terlebih khususnya terhadap emosi yang 
memicu terjadinya perbuatan melawan hokum, yang dimana 
dapat berakibat pada jatuhnya korban, dan kerusakan terhadap 
barang dan dapat berakibat pada pidana dengan pidana penjara. 
2. Adapun kesadaran hukum dalam masyrakat harus lebih 
ditingkatkan melalui sosialisasi pengenalan hukum kepada 
masyarakat agar kesadaran masyarakat akan hukum  lebih luas 
dan dapat dipatuhi serta dijalankan sesuai dengan salah satu 
fungsi hukum yaitu sebagai kontrol sosial atau alat pengendali 
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